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Dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan 
Agama yang menjadi wilayah tempat tinggalnya, Pengadilan Agama setelah meme-
riksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkin-
kan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan 
dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Majelis Hakim memberikan penetapan ber-
dasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan pertimban-
gan untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar seperti kehamilan sebe-
lum perkawinan.Akibat hukum pernikahan dibawah umur karena faktor hamil menu-
rut Hukum Islam mengenai status pernikahan dan status anak yang dilahirkan setelah 
enam bulan perkawinan memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah 
dari kedua orang tuanya. Namun, jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan perni-
kahan, maka tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari 
bapaknya, kecuali adanya pengakuan dan pembuktian terhadap hubungan biologis 
anak tersebut. 
Kata kunci : Dispensasi, Kawin, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
 
Abstract 
The marriage dispensation is filed by the parents of the man and woman to the Reli-
gious Court which is his residence, the Religious Court after examining in court and 
believes that there are possible matters to grant the dispensation, the Religious Court 
provides the marriage dispensation with a determination. The Panel of Judges pro-
vides the stipulation under article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974, with 
the consideration to avoid the occurrence of greater mudharat such as pregnancy be-
fore marriage.The child marriage under age due to pregnant factors base on Islamic 
law concerning with themarital status and the status of children born after six months 
of marriage have nasab, guardianship, inheritance and livelihoods of both parents. 
However, if the child is born before six months of marriage, it has no nasab, guar-
dianship, inheritance and livelihood relationships from his father, unless there is rec-
ognition and proof of the child's biological relationship. 
Keywords: Dispensation, Marriage, Act No. 1 Year 1974. 
Pendahuluan 
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat 
manusia. Adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai den-
gan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga adalah tempat sal-
ing berkumpul dua insan (manusia) yang berlainan jenis kelamin yaitu suami istri, 
mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. In-
san-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga, keluarga 
yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera 
dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.
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Pembatasan umur didalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan di-
bolehkan jika pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita mencapai berumur 16 
tahun. Pembatasan umur seperti ini juga diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kom-




Dalam kehidupan rumah tangga suami istri tumbuh pada keluarga yang berbe-
da, yang masing-masing keluarga memiliki tradisi, perilaku dan cara sikap yang ber-
beda, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak menimbulkan akibat 
hukum.
3
 Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun 
dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk 
kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan.
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Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur hal-hal yang berkaitan den-
gan perkawinan menentukan beberapa prinsip, diantaranya perkawinan dianggap sah 
jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan 
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Walaupun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah menentukan peraturan 
dan asas atau prinsip mengenai perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering 
terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, 
misalnya dengan melakukan perkawinan dibawah umur ini. 
Persoalan menikahi wanita hamil karena zina bukan hanya menyisakan aspek 
status dan keabsahan dari pernikahan yang terjadi oleh pelaku atau bukan pelakunya 
saja, tetapi implikasi lainnya yang terkait dengan anak yang dikandungnya tentang 
status nasab, perwalian, waris, serta nafkah anak manakala lahir dan menjalani ke-
hidupan layaknya anak-anak lainnya. Tidak adanya ketentuan mengenai syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin, memberikan peluang 
seluas-luasnya kepada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi 
kepada Pengadilan Agama termasuk permohonan dispensasi kawin bagi anak diba-
wah umur karena hamil. 
Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan 
Agama Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 seba-
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nyak 33 Perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 23 Perkara tersebut permohonan dis-
pensasi kawin karena faktor hamil diluar nikah sedangkan permohonan dispensasi 
kawin untuk faktor selainnya sebanyak 10 Perkara yaitu karena pasangan telah ber-
hubungan badan atau intim akan tetapi belum hamil. Berikut data tabel dari perkara 
permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA :  
 
Perkara DK faktor Jumlah Perkara Persentase 
Hamil 23  70% 
Hubungan Intim 10 30% 
Total 33 100% 
Tabel perkara dispensasi kawin  
Berdasarkan data tersebut, timbul pertanyaan apa yang dijadikan dasar pertim-
bangan-pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin 
anak yang sudah hamil ini, apakah setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pen-
gadilan Agama kemudian kedua pasang menikah kemudian melahirkan anak, bagai-
mana status perkawinan mereka, bagaimana status nasab anak, perwalian, hak waris-
nya, serta siapa yang berkewajiban menafkahi anak tersebut ditinjau dari hukum Is-
lam dan hukum positif di Indonesia.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memiliki gagasan atau ide un-
tuk melakukan penelitian dengan judul tesis “Penetapan dispensasi kawin karena 
faktor hamil dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif 
(Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)”. 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang jadi rumusan pokok perma-
salahan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam penetapan terhadap dispensasi 
kawin anak karena faktor hamil? 
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan karena faktor hamil sebagai akibat pene-
tapan tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? 
 
Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam 
penetapan terhadap dispensasi kawin terhadap anak karena faktor hamil.  
2. Untuk menjelaskan akibat hukum perkawinan anak karena faktor hamil pasca 
penetapan dispensasi kawin dikabulkan berkaitan dengan status perkawinan, sta-
tus nasab anak, perwalian, kewarisan, dan nafkah anak. 
 
Metode Penelitian 
Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih leng-
kap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif 
yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, manfaat yang 
telah ditetapkan
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, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam 
bentuk penelitian lapangan. Hasil dari kajian penelitian ini bersifat deskriptif analisis. 
Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian deskriptif ana-
lisis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara 




Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta 
Al-Quran dan hadist. Sedangkan yang merupakan bahan hukum sekunder bahan-
bahan lain yang dipergunakan di dalam penelitian akhir ini adalah data-data yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para 
ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, putusan pengadilan. Penelitian ini juga 
mempergunakan bahan hukum tertier, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa 
Indonesia yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. 
Pembahasan 
1. Pertimbangan Hakim 
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam. Hakim Peradilan 
Agama adalah pejabat yang diserahi tugas untuk memimpin persidangan, oleh karena 
itu mutlak diperlakukan sikap arif , ia harus menjadi pelayan yang mengabdi kepada 
keadilan (agent of sevice) dan menjauhkan diri dari perilaku rogansi (arrogance 
of power), dan menghargai harta orang berperkara, dan mendapatkan mereka pada 
kedudukan yang sama di depan hukum
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. Permohonan dispensasi nikah yang telah 
didaftar sebagai perkara permohon karena dalam perkara ini tidak mengandung 
sengketa dan oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang 
mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan 
atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas 
yang dimiliknya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan 
sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang 
paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. 
Menurut keterangan Panitera pengganti pendamping Majelis Hakim,
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 Menikah 
merupakan fitrah dan sunnah Rasul yang harus diperoleh dengan jalan kemudahan dan 
kebaikan, dengan kata lain tidak akan mempersulit jalannya persidangan, bagi majelis 
hakim adanya kriteria tertentu dalam mengabulkan penetapan dispensasi kawin diba-
wah umur, adanya temuan dan fakta dalam persidangan, yaitu:  
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1. Melihat jalannya proses persidangan dari awal sampai pada titik menghadirkan 
para saksi; 
2. Menganalisa berkas-berkas yang sah sebagai suatu pembuktian seperti adanya 
surat penolakan nikah dibawah umur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) se-
tempat, surat keterangan dari orang tua yang mengijinkan anaknya nikah diba-
wah umur; 
3. Melihat sebab utama pelaku nikah dibawah umur, seperti apakah sudah cukup 
dewasa dalam berpikir, atau sudah pernah berbuat zina bahkan dalam keadaan 
hamil. 
2. Akibat hukum perkawinan anak dibawah umur karena faktor hamil pasca 
penetapan dispensasi dikabulkan 
a. Status hukum perkawinan 
Dalam hukum Islam terutama pendapat imam mazhab, status hukumnya terle-
bih dahulu harus dilihat dari aspek kedudukan pria yang menikahi wanita tersebut. 
Ada dua kedudukan pria yang menikahi wanita hamil karena zina, yaitu: 
1. Pria yang menikahi wanita hamil merupakan orang yang menghamilinya. 
Status pernikahan di antara wanita hamil karena zina dengan pria yang meng-
hamilinya adalah sah menurut jumhur (mayoritas) ulama. Ulama madzhab 
yang empat yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat 
bahwa status perkawinan keduanya sah. Berarti juga bahwa keduanya boleh 
bercampur sebagai suami istri. Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa perka-
winan keduanya sah dan boleh bercampur, tetapi dengan catatan jika mereka 




2. Pria yang menikahi wanita hamil merupakan orang yang bukan menghamilinya 
Pernikahan yang dilakukan antara wanita hamil karena zina dengan pria yang 
bukan menghamilinya, maka status hukum pernikahan tersebut terjadi perbedaan 
pendapat di kalangan para ulama Hukum Islam, diantaranya : Imam Abu Yusuf 
mengatakan, status perkawinan tersebut batal (fasid) dan keduanya tidak boleh di-
kawinkan. Pendapat ini berdasarkan dengan dalil yaitu firman Allah SWT dalam 
surat An-Nur ayat 3.Pendapat yang sama juga dikemukakan Ibnu Qudamah bahwa 
seorang pria tidak dapat menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina 
dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat. Pertama, wanita tersebut telah me-
lahirkan bila ia hamil. Artinya, dalam keadaan hamil, ia tidak boleh kawin.
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 Ke-
dua, wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), baik ia dalam kea-
daan hamil atau tidak.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), status hukum menikahi wanita hamil adalah 
sah, selama pria yang menikahi wanita tersebut adalah orang yang benar-benar 
menghamilinya. Pernikahan ini juga sah dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak 
yang dihasilkan dari perzinahan tersebut, sehingga ini mempunyai pengertian bahwa 
pernikahan yang dilakukan saat wanita tersebut hamil, tidak perlu adanya pengulan-
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gan perkawinan saat anak hasil perzinahan tersebut lahir. Status keabsahan menikahi 
wanita hamil karena zina ini terdapat dalam pasal 53, yang intinya Seorang wanita 
hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, Perkawinan 
dengan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya, Perkawinan pada saat ha-




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung prinsip-prinsip dan membe-
rikan landasan hukum dalam perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 
telah berlaku untuk golongan dalam masyarakat indonesia. Bagi warga negara Indo-
nesia yang beragama Islam, sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus me-
menuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut: 
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1. Syarat Umum, yaitu perkawinan tidak dilakukan jika bertentangan dengan 
larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Al-Quran. 
2. Syarat Khusus, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 
perempuan (merupakan syarat mutlak). Kedua calon mempelai haruslah Is-
lam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat rohani dan jasmani, dan usia 
mereka telah mencukupi. 
3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin. Artinya, perka-
winan yang terjadi tidak tidak dibenarkan adanya unsur paksaan. 
4. Harus adanya wali nikah. 
5. Harus adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil. 
6. Membayar mahar atau mas kawin. 
7. Adanya pernyataan ijab dan qabul. 
Adanya syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut di atas sangat menentukan sahnya 
perkawinan menurut warga Indonesia yang beragama Islam. Jika satu syarat ataupun 
rukun tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut tidak sah. Undang-undang ini 
tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang status hukum menikahi wanita hamil 
karena zina. Namun, secara tegas menjelaskan bahwa perkawinan menjadi sah jika 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dimiliki 
oleh setiap pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), yang ber-
bunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga sahnya suatu perkawinan harus sesuai 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan ke-
percayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam un-
dang-undang ini. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, selain merujuk pada un-
dang-undang perkawinan, hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan juga meru-
juk pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) sebagai landasan hukum dalam persoalan perkawinan khususnya dan persoa-
lan perdata Islam umumnya. 
b. Hubungan nasab 
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Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad 
perkawinan yang sah.
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 Dalam istilah fikih, nasab berarti keturunan, ahli waris atau 
keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, 
yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek,cucu (laki- la-
ki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya. 
Menikahi wanita hamil karena zina memiliki dampak pada status hubungan na-
sab anak yang dilahirkan tersebut. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hubungan 
nasab dari anak yang lahir dari pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan 
pria yang menzinainya, terlebih dahulu harus dilihat dari jarak usia anak yang lahir 
tersebut dengan dengan waktu akad pernikahan. Seandainya anak yang lahir setelah 
masa 6 (enam) bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan na-
sab anak tersebut kepada suami. Namun demikian, jika anak yang lahir setelah ku-
rang dari 6 (enam) bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab 
kepada suami, kecuali jika dia mengatakan bahwa sesungguhnya anak ini adalah 
anaknya. Selanjutnya, dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa anak tersebut lahir 
akibat hubungan zina. Atas dasar tersebut, pengakuan ini ditetapkan nasab anak ke-
padanya, karena ada kemungkinan terjadinya akad pernikahan yang telah dilakukan 
terlebih dahulu atau terjadinya hubungan badan secara syubhat, untuk menjaga ke-
baikan orang Islam dan menutup keburukan.
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Menurut Hukum Islam, mayoritas para ulama berpendapat bahwa anak hasil 
zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah zinanya. Anak zina hanya dinasabkan kepa-
da keluarga dari pihak ibunya saja.
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 Anak zina dalam hal ini adalah anak yang lahir 
di luar perkawinan atau pernikahan yang sah, jika anak di luar nikah adalah anak pe-
rempuan dan ketika beranjak dewasa akan melangsungkan perkawinan, maka anak 
perempuan tersebut tidak berhak untuk dinikahkan atau diwakilkan oleh bapaknya 
sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab den-
gan bapak tersebut telah terputus. Dalam mengatasi hal ini, maka mempelai perem-
puan dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya (tahkim). 
Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dite-
mukan adanya istilah nasab. Namun demikian, asal-usul anak merupakan dasar un-
tuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Undang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang asal-usul anak 
yang terdapat dalam pasal 42, 43, dan 44 berikut ini: 
Pasal 42: 
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat per-
kawinan yang sah. 
Pasal 43: 
1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
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2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 
peraturan pemerintah. 
Pasal 44: 
1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh is-
trinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan 
anak itu akibat dari perzinaan tersebut. 
2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan 
pihak yang bersangkutan. 
 
Memperhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberikan toleransi hukum 
kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernika-
han dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama 
bayi yang dikandung tersebut lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang 
sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas 
minimal masa kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya
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c. Wali Nikah 
Ketentuan tentang perwalian dari seorang anak zina, ditentukan oleh perkawinan 
yang sah dari kedua orang tuanya. Sama halnya dengan ketentuan hubungan nasab 
yang dibahas sebelumnya. Hubungan perwalian tersebut ditentukan oleh waktu kela-
hiran dari anak tersebut setelah terjadinya pernikahan yang sah. Mayoritas ulama 
menyatakan bahwa, jika menikahi wanita hamil karena zina dan anak tersebut lahir 
setelah 6 bulan sejak perkawinan sah, mayoritas ulama menyatakan ayah tersebut sah 
menjadi walinya. Sementara anak yang lahir dari wanita yang hamil karena zina ku-
rang dari 6 bulan sejak pernikahan, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak per-
walian dari ayahnya, kecuali adanya pengakuan dan pembuktian dari ayah tersebut 
bahwa anak tersebut secara benar dari hubungan biologisnya.
18
 Sedangkan anak yang 
tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki perwalian, maka maka walinya 
adalah penguasa/sulthan. Dalam bahasa yang lain, walinya adalah wali hakim. 
Ketentuan ini bagi laki-laki yang menikahi perempuan karena zina yang telah 
memiliki anak di luar pernikahan tersebut, maka tidak dapat menjadi wali nikah bagi 
si anak perempuan tersebut maka wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat 
pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama atau yang mewakilinya 
sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agam (KUA) sesuai dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama 
sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
19
 
Dalam Undang-undang Perkawinan telah secara jelas dan tegas menyebutkan 
bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana tertera dalam Pasal 43 ayat (1) 
yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Orang tua (ayah) biologis 
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19 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim. 
dari anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali 
terhadap anak perempuan yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan 
yang sah saat anak tersebut melangsungkan pernikahan. Meskipun undang-undang 
ini tidak menyebutkan pihak atau orang yang berhak menjadi wali dari anak yang 
lahir dari hubungan di luar perkawinan, namun berdasarkan ketentuan hukum 
lainnya, jelas merujuk pada wali hakim sebagai wali pengganti ayah biologis anak 
tersebut. Namun demikian, jika anak tersebut lahir saat atau setelah pernikahan yang 
sah, baik ibunya dinikahi oleh bapak biologis anak tersebut maupun orang lain, maka 
anak tersebut memiliki wali dari suami ibunya dan dapat menikahkan anak tersebut. 
d. Waris 
Ketentuan hak waris dalam Hukum Islam erat kaitannya dengan hubungan nasab 
dan wali sebagaimana disebutkan sebelumya. Seorang wanita hamil karena zina yang 
dinikahi dan lahir anak dari perempuan tersebut setelah 6 bulan usia pernikahan, 
maka anak tersebut memiliki hak waris dari ayah yang mengawini ibunya, menurut 
mayoritas ulama. Sementara anak yang lahir sebelum usia 6 bulan sejak perkawinan, 
selama tidak adanya pengakuan atau pembuktian dari ayah tersebut yang menyatakan 
bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka tersebut tidak memiliki hak waris. 
Sementara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau anak luar nikah, 
jumhur ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak mendapat hak waris dari ayahnya 
dan sebaliknya. Pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi’i yang dikutip 
oleh Wahbah Zuhaily, bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula’anah 
dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan 




Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dis-
ebutkan dalam Pasal 42, bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Status keabsahan anak sangat penting 
diperhatikan, karena erat kaitannya dengan hak waris yang ada padanya. Jika perka-
winan tersebut sah menurut agama dan hukum yang berlaku, maka anak yang dila-
hirkan juga sah dan berhak mendapatkan hak warisnya. Namun demikian, jika anak 
tersebut lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sah, maka hak warisnya hanya be-
rasal dari ibunya saja, tanpa mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Berarti ini 
menerangkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana disebutkan da-
lam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya.” 
Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
sesungguhnya tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Hal yang 
diatur dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah mengenai anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan. Dalam kaitannya dengan anak yang lahir di luar perkawinan 
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yang sah atau anak zina, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibuat 




1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan na-
faqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya; 
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah 
dengan ibunya dan keluarga ibunya; 
3. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir (jenis dan hukuman 
yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: mencukupi ke-
butuhan hidup anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal melalui 
wasiat wajibah. 
 
Berdasarkan fatwa tersebut dapat diartikan, meskipun anak luar kawin tidak 
mendapatkan warisan dari bapak biologisnya, tetapi anak luar kawin atau anak zina 
tersebut dapat memperoleh wasiat wajibah. Pengaturan mengenai hukum kewari-
san di Indonesia masih sangat beragam, karena adanya sifat pluralistik dengan ber-
lakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Is-
lam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
 
e. Nafkah Anak 
Mayoritas ulama menyatakan wanita zina yang dinikahi dan melahirkan anak 
dari pernikahan tersebut lebih dari 6 (enam) bulan sejak pernikahan, maka anak ter-
sebut mempunyai hak nafkah dari orang tuanya. Sebagaimana telah disebutkan di 
bagian penjelasan tentang nasab anak, wali dan waris, namun jika anak tersebut 
lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak pernikahan, maka secara hukum tidak memi-
liki hak nafkah bagi anak tersebut Anak tersebut akan memperoleh nafkah, jika ba-
paknya mengakui dan membuktikan bahwa anak tersebut merupakan keturunannya. 
Adapun anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan, jumhur ulama sepakat 
bahwa anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah dari ayah biologisnya, sama halnya 
tidak memiliki hubungan nasab, waris dan perwalian. Dengan demikian, yang wajib 
memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.
22
 Pendapat 
ulama tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban nafkah 
anak zina hanya dibebani kepada ibu kandungnya. Sementara ayah yang memiliki hu-
bungan genetik atau biologis, tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak hasil 
perzinahannya. Akibat status anak zina yang secara hukum memiliki hubungan nasab 
dengan ibu dan keluarga ibunya, maka ibunya yang memiliki kewajiban menafkahi 
anak tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”, disamping itu pasal tersebut juga diperjelas 
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dengan ketentuan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak 
yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan 
ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” 
Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah, memiliki hak-hak 
yang harus diberikan oleh orang tuanya, termasuk nafkahnya. Sebagaimana dis-
ebutkan dalam Pasal 42 dari Undang-undang Perkawinan “Anak yang sah adalah 
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Kewajiban 
menafkahi anak bertalian erat dengan status perkawinan dari orang tuanya. Meski-
pun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara jelas dan tegas 
menyebutkan tentang status hukum menikahi wanita hamil karena zina. Namun 
demikian, secara tersirat telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dari undang- un-
dang tersebut bahwa perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan.  
Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum 
yang berlaku. Artinya, jika suatu perkawinan tidak dilakukan berdasarkan hukum 
yang berlaku, maka dapat disimpulkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hu-
kum.
23
 Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan undang-
undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam bagi umat yang beragama Islam. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, memiliki hak nafkah dari ayahnya, 
meskipun ayah yang menikahi ibunya bukan ayah biologisnya. Dalam hal ini, yang 
menjadi persoalan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak 
memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya.  
Semenjak adanya putusan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, 182 terdapat suatu ketentuan 
baru dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan bahwa anak luar kawin memiliki 
hak nafkah dari ayah biologisnya selama ayahnya tersebut dapat dibuktikan secara 
ilmiah. Terlepas dari pro dan kontra terhadap putusan tersebut, maka secara hukum 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menetapkan bahwa anak yang lahir 
dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri termasuk 
nikah muth’ah) berhak mendapakan nafkah dan pembagian sebagian harta 
peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah. Terobosan hukum tersebut 
merupakan konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010, dalam uji materiil atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan-permasalahan diatas, ma-
ka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :  
1. Pertimbangan hukum yang dipakai para hakim dalam menetapkan permoho-
nan dispensasi kawin sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan 
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J.  Andi  Hartanto,  Kedudukan  Hukum  dan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  menurut “Burgerlijk 
Wetboek”, (Yogyakarta: Laksbang Press Indo, 2008), h.1. 
 
 
yang ada di Indonesia, MajelisHakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk 
melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk 
diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan 
karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974 dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan pera-
turan perundangan yang berlaku, maka pertimbangan hakim tersebut sudah 
tepat, mengabulkan permohonan para pemohon yaitu memberikan penetapan 
dispensasi kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anaknya.  
2. Status hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam Hukum Islam adalah 
sah bagi pria yang menghamilinya menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki, 
Syafi'i, Hambali dan KHI). Sedangkan pria yang bukan menghamilinya, 
maka status hukumnya terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama menya-
takan batal dan keduanya tidak boleh dikawinkan (Imam Abu Yusuf, Ibnu 
Qudamah), kecuali perempuan pezina dibebaskan dari zina dengan tiga kali 
haid (Mazhab Maliki). Ulama lain menyatakan perkawinan tersebut sah, 
karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (Imam Abu Hanifah dan 
Imam Syafi’i), tetapi haram bagi keduanya bercampur selama bayi yang 
dikandungnya belum lahir (Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani) 
dan Mazhab Hambali menganggap pernikahan tersebut tidak sah, kecuali 
masa iddahnya telah selesai dan bertobat atas perbuatan zina yang 
dilakukannya. Sedangkan menikahi wanita hamil karena zina menurut Un-
dang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dijelaskan se-
cara jelas status hukum pernikahan tersebut, tetapi secara tersirat menye-
butkan bahwa perkawinan tersebut sah dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan setiap pasangan, sehingga bagi umat Islam 
Indonesia sah menikahi wanita hamil karena zina sepanjang lelaki yang me-
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